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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran sumber daya dalam implementasi kebijakan K3
di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-
interpretatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara semi-
terstruktur terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif, meliputi
perwakilan Dinas Tenaga Kerja, manajemen kawasan, petugas keselamatan,
supervisor, dan operator lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisiensi
sumber daya terjadi secara simultan pada tiga dimensi yang saling memperkuat.
Pada dimensi sumber daya manusia, ketimpangan rasio pengawas terhadap jumlah
peketja yang melampaui 85.000 orang, disparitas kapasitas personel K3 antara
perusahaan inti dan subkontraktor, serta dominasi tenaga kerja berlatar belakang
non-teknis menciptakan kesenjangan kompetensi struktural. Pada dimensi
anggaran, ketiadaan standar minimum alokasi wajib mengakibatkan investasi
keselamatan yang sangat minim pada subkontraktor dengan rasio sertifikasi K3
hanya sekitar 10,7% dari total tenaga kerja. Pada dimensi fasilitas, ketimpangan
distribusi sarana keselamatan, keterbatasan kapasitas medis, dan belum
terintegrasinya sistem pelaporan digital menghambat operasionalisasi kebijakan.

ABSTRACT

This study examines the role of resources in OHS policy implementation at the
Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali District, Central Sulawesi,
Indonesia, employing a qualitative descriptive-interpretive approach. Data were
collected through direct field observation and semi-structured interviews with ten
purposively selected informants. The findings reveal that resource deficiencies
operate simultaneously across three mutually reinforcing dimensions. In the
human resource dimension, the disproportionate ratio of inspectors to a
workforce exceeding 85,000 workers, the wide disparity in safety personnel
capacity between core companies and subcontractors, and the predominance of
workers with non-technical educational backgrounds create a structural
competency gap. In the budgetary dimension, the absence of mandatory
minimum allocation standards results in critically low safety investment among
subcontractors, with OHS certification covering only approximately 10.7% of the
total workforce. In the facilities dimension, uneven distribution of safety
infrastructure, limited medical capacity, and the lack of an integrated digital
reporting system impede the operationalization of OHS policies.
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Pendahuluan

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko
kecelakaan kerja tertinggi di dunia, yang menuntut pengelolaan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) secara komprehensif dan berkelanjutan (Stemn, Bofinger, Cliff,
& Hassall, 2020; Sanmiquel, Bascompta, Rossell, & Anticoi, 2018). Kompleksitas
operasional pertambangan yang melibatkan penggunaan alat berat, paparan bahan
kimia berbahaya, serta kondisi kerja ekstrem menjadikan sektor ini rentan terhadap
insiden fatal maupun penyakit akibat kerja. Organisasi Buruh Internasional (ILO)
mencatat bahwa meskipun sektor pertambangan hanya menyerap sekitar 1% dari
total angkatan kerja global, sektor ini menyumbang sekitar 8% dari seluruh
kecelakaan kerja fatal di dunia (Amponsah-Tawiah & Mensah, 2020). Kondisi ini
menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan K3 sangat bergantung
pada ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan tersebut (Mubarok & Zauhar, 2020; Purwanto & Sulistyastuti,
2022). Sumber daya dalam konteks ini mencakup sumber daya manusia (staf),
anggaran, serta fasilitas pendukung yang memadai.

Indonesia sebagai salah satu produsen mineral terbesar di dunia menghadapi
tantangan serius dalam pengelolaan K3 di sektor pertambangan. Komoditas
strategis seperti nikel, batu bara, tembaga, dan emas dieksplorasi dari berbagai
wilayah di seluruh nusantara, menyerap jutaan tenaga kerja. Namun demikian,
pertumbuhan kapasitas produksi yang pesat tidak selalu diikuti oleh peningkatan
proporsional dalam alokasi sumber daya K3 (Sukadi, Ma'rufi, & Hairrudin, 2023;
Pratiwi, 2024). Keterbatasan pengawas ketenagakerjaan, minimnya anggaran
pelatihan keselamatan, serta kurangnya fasilitas pendukung K3 menjadi persoalan
struktural yang berulang di berbagai kawasan pertambangan Indonesia (Masrully,
2019).

Salah satu episentrum perkembangan industri pertambangan di Indonesia
adalah kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten
Morowali, Sulawesi Tengah. IMIP telah berkembang menjadi salah satu pusat
pengolahan nikel dan produksi baja tahan karat terbesar di dunia, dengan luas
kawasan mencapai sekitar 5.500 hektar dan menampung sekitar 50 perusahaan
tenant (Wijanarko, Retnowati, & Rahayu, 2024; Zhang & Sauvant, 2022). Per Mei
2025, jumlah tenaga kerja di kawasan IMIP tercatat sebanyak 85.423 orang.
Pertumbuhan tenaga kerja yang sangat pesat dari 35.592 orang pada tahun 2020
menjadi lebih dari 85.000 pada tahun 2025 menciptakan tekanan luar biasa terhadap
kapasitas sumber daya K3.

Catatan kecelakaan kerja di kawasan IMIP menunjukkan realitas yang
mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, dalam rentang
tahun 2016 hingga 2023 tercatat 25 kasus kecelakaan kerja besar yang mengakibatkan
39 orang meninggal dunia dan 82 orang mengalami cedera. Insiden paling fatal
terjadi pada Desember 2023 ketika ledakan tungku smelter PT ITSS menewaskan 21
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pekerja dan melukai 46 lainnya. Investigasi pasca-insiden mengungkapkan bahwa
kegagalan penyediaan sumber daya menjadi faktor kontributif utama (Jain, Leka, &
Zwetsloot, 2024). Data dari Rasamala Hijau Indonesia juga mencatat 38 insiden pada
tahun 2024 saja, yang melibatkan 120 korban dengan 32 di antaranya meninggal
dunia.

Persoalan sumber daya dalam implementasi K3 di kawasan IMIP bersifat
multidimensi. Survei FPE KSBSI pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa sebagian
besar pekerja di IMIP tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik yang relevan
(FPE KSBSI, 2025; Siabi, Donkor, Mensah, & Dzane, 2022). Ketersediaan APD yang
tidak memadai masih menjadi temuan berulang (Appah, Saalidong, Appiah, & Utip,
2021). Alokasi investasi perusahaan untuk program K3 dinilai belum proporsional
terhadap skala risiko operasional (Hadji, 2023; Zhou, Mei, Liu, & Wang, 2020).

Kerangka regulasi K3 di Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang
komprehensif melalui UU No. 1 Tahun 1970, PP No. 50 Tahun 2012, dan UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Santoso, 2025; Cantika, 2024). Namun, efektivitas
regulasi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya untuk
mengoperasionalkannya di lapangan (Florez-Salas, Ramos-Saira, Joo-Garcia,
Ramos-Alave, & Del Carpio-Delgado, 2023).

Kondisi sumber daya K3 di kawasan IMIP juga dipengaruhi oleh dinamika
organisasional dan kultural yang kompleks. Struktur tata kelola kawasan yang
melibatkan puluhan perusahaan tenant menciptakan disparitas signifikan dalam
penyediaan sumber daya K3 (Hasan Salasa, Sumitro, Alfianto, Anam, & Pramono,
2024). Komposisi tenaga kerja yang multikultural menambah kerumitan dalam
pengelolaan pelatihan dan pengawasan K3 (Widyaningrum, Setyawan, & Pratama,
2025; Nordlof, Wiitavaara, Winblad, Wijk, & Westerling, 2015). Jam kerja rata-rata
pekerja di IMIP yang mencapai 56 jam per minggu turut menggambarkan
ketimpangan antara tuntutan produksi dan alokasi sumber daya keselamatan (FPE
KSBSI, 2025).

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian mengenai implementasi K3 di
sektor pertambangan Indonesia, penelitian yang secara spesifik menganalisis peran
sumber daya sebagai variabel determinan di kawasan industri berbasis nikel masih
sangat terbatas. Sukadi et al. (2023) mengevaluasi implementasi SMKP namun tidak
mengisolasi variabel sumber daya sebagai unit analisis independen. Wijanarko et al.
(2024) mengkaji SMKP di satu perusahaan tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran sumber daya yang mencakup dimensi sumber daya manusia,
anggaran, dan fasilitas dalam implementasi kebijakan K3 di kawasan PT IMIP
Kabupaten Morowali, guna mengidentifikasi kesenjangan sumber daya dan
merumuskan rekomendasi strategis penguatan kapasitas sumber daya keselamatan
kerja.
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Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-
interpretatif untuk menganalisis peran sumber daya dalam implementasi kebijakan
K3 di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Creswell &
Creswell, 2018). Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap praktik K3
dilapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan sepuluh informan yang dipilih
secara purposif: perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali, Humas PT
IMIP, Safety Officer, Supervisor Operator, HSE Officer, serta lima orang operator
lapangan. Komposisi informan ini dirancang untuk menangkap perspektif lintas
level organisasi, dari aktor regulatif, manajerial, hingga operasional.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang
mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi,
dilengkapi pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, Flowers, &
Larkin, 2009). Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan temuan
dari observasi, wawancara lintas level informan, serta dokumen sekunder berupa
data kecelakaan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan, laporan organisasi
masyarakat sipil, dan publikasi media.

Hasil dan Pembahasan

Sumber daya merupakan variabel yang menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan
dengan jelas, implementasinya tetap akan gagal apabila tidak didukung oleh sumber
daya yang memadai (Edward III, 1980). Sumber daya dijabarkan ke dalam tiga
indikator: sumber daya manusia (staf), anggaran, dan fasilitas.

1. Sumber Daya Manusia (Staf)

Sumber daya manusia merupakan elemen paling fundamental dalam
implementasi kebijakan K3 di kawasan PT IMIP Morowali. Kawasan ini
mempekerjakan lebih dari 85.000 tenaga kerja per Mei 2025, dengan pertumbuhan
dari 35.592 orang pada tahun 2020. Temuan penelitian mengungkapkan
ketimpangan signifikan antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dan luasnya
wilayah serta kompleksitas aktivitas industri yang harus diawasi:

“Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang kami miliki sangat terbatas dibandingkan dengan

jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang harus diawasi di kawasan IMIP. Idealnya setiap

perusahaan dapat dikunjungi secara rutin, tetapi dengan personel yang ada, kami hanya mampu
memprioritaskan area berisiko tinggi atau merespons setelah ada laporan kejadian.” (MA,

Perwakilan Disnaker Kabupaten Morowali, Desember 2025)

Permasalahan sumber daya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi
juga kompetensi. Survei FPE KSBSI tahun 2024 menemukan bahwa latar belakang
pendidikan pekerja sangat beragam dan banyak yang berasal dari disiplin non-

teknis seperti keguruan, keperawatan, dan teologi. Kesenjangan kompetensi ini

https:/ /neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal 382



NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 7. No. 2. (2026), hlm 379-389

secara langsung memengaruhi kemampuan pekerja dalam mengidentifikasi bahaya
dan merespons situasi darurat:

“Kami menyadari bahwa mayoritas tenaga kerja yang masuk ke kawasan ini bukan dari latar

belakang teknik pertambangan atau K3. Mereka datang dari berbagai daerah dengan pendidikan

yang sangat bervariasi. Untuk itu kami berupaya memberikan pelatihan dan sertifikasi K3,

tetapi dengan jumlah pekerja yang terus bertambah pesat, kapasitas pelatihan kami belum

sepenuhnya mampu mengimbangi.” (DK, Humas PT IMIP, Desember 2025)

Disparitas kualitas sumber daya manusia K3 semakin mencolok antara
perusahaan inti dan subkontraktor. Perusahaan besar umumnya telah membentuk
tim HSE yang terstruktur, sementara subkontraktor sering beroperasi dengan
personel K3 yang sangat minimal:

“Di perusahaan kami, tim K3 sudah cukup lengkap dan bekerja penuh waktu. Setiap regu kerja

ada pengawas keselamatannya. Tetapi kalau kita lihat di subkontraktor, kondisinya berbeda jauh.

Banyak yang hanya punya satu orang petugas K3 untuk mengawasi ratusan pekerja, dan itupun
kadang merangkap tugas lain.” (AS, Safety Officer PT IMIP, Desember 2025)

Tabel 1. Kondisi Sumber Daya Manusia K3 di Kawasan PT IMIP Morowali

Indikator SDM K3 Perusahaan Inti Subkontraktor

Tim K3 purna waktu Tersedia; terstruktur dan Terbatas; sering merangkap
bersertifikasi fungsi lain

Rasio pengawas:pekerja Relatif memadai (ditambah Sangat timpang; 1 petugas
pasca-2023) untuk ratusan pekerja

Latar belakang pendidikan Campuran; sebagian berlatar | Dominan non-teknis; minim
teknik pemahaman K3

Akses pelatihan berkelanjutan | Internal dan eksternal Hanya safety induction awal
bersertifikasi

Sertifikasi K3 Program berjalan (+9.000 Sangat rendah; bukan
lisensi) prioritas

Sumber: Data wawancara, observasi lapangan, dan data PT IMIP (2024-2025).

Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi proposisi bahwa ketersediaan staf
yang memadai secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan prasyarat mutlak
bagi keberhasilan implementasi kebijakan (Edward III, 1980). Di kawasan IMIP,
defisit sumber daya manusia K3 beroperasi pada tiga tingkatan yang saling
memperkuat:  keterbatasan pengawas pemerintah, disparitas kapasitas
antarperusahaan, dan ketidaksesuaian kompetensi pekerja. Data kecelakaan kerja—
39 korban meninggal dan 82 cedera dalam periode 20162023 —menjadi bukti
empiris konsekuensi fatal dari defisit ini. Temuan ini sejalan dengan Stemn et al.
(2020) yang menunjukkan korelasi kuat antara kematangan budaya keselamatan dan
kecukupan personel, serta Leka, Jain, dan Iavicoli (2020) yang menegaskan bahwa
ketidakcukupan SDM K3 merupakan prediktor utama kegagalan implementasi
kebijakan keselamatan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengelola kawasan
IMIP menetapkan standar minimum rasio petugas K3 bersertifikasi terhadap jumlah
pekerja yang berlaku wajib bagi seluruh perusahaan tenant (Hasan Salasa et al.,
2024).
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2. Anggaran

Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan indikator kedua dalam
variabel sumber daya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran
untuk program K3 di kawasan IMIP belum proporsional terhadap skala risiko
operasional:

“Untuk anggaran K3, perusahaan kami sudah ada pos khusus setiap tahun. Tapi saya tidak bisa

bicara untuk semua perusahaan di kawasan ini. Yang saya tahu, beberapa subkontraktor

mengalokasikan anggaran K3 sangat minim karena margin keuntungan mereka memang kecil.

Akibatnya, pengadaan APD sering tertunda, pelatihan dikurangi, dan pemeliharaan alat

keselamatan tidak rutin.” (RD, HSE Officer PT IMIP, Desember 2025)

Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kualitas APD dan
infrastruktur keselamatan:

“Kalau di perusahaan besar, APD lengkap dan diganti rutin. Tapi teman-teman yang kerja di

subkon sering cerita APD-nya sudah tidak layak tapi belum diganti. Alasannya selalu anggaran

belum cair atau menungqu pengadaan. Padahal pekerjaan tetap jalan terus, risiko tetap sama
besarnya.” (SO, Supervisor Operator PT IMIP, Desember 2025)

Persoalan anggaran juga berpengaruh pada kapasitas pelatihan K3. Meskipun
capaian kumulatif sertifikasi mencapai lebih dari 9.000 lisensi, angka ini hanya

mencakup sekitar 10,7% dari total tenaga kerja:
“Saya waktu pertama masuk kerja dapat safety induction satu kali. Setelah itu tidak pernah lagi
ikut pelatihan K3 formal. Katanya anggaran pelatihan terbatas, jadi diprioritaskan untuk posisi
tertentu saja.” (OP-3, Operator PT IMIP, Desember 2025)

Tabel 2. Perbandingan Indikator Anggaran K3 Perusahaan Inti dan Subkontraktor

Indikator Anggaran K3 Perusahaan Inti Subkontraktor

Pos anggaran K3 khusus Tersedia dalam anggaran | Tidak selalu tersedia
tahunan

Pengadaan APD Rutin dan berstandar | Tidak rutin; kualitas di bawah
internasional standar

Pelatihan K3 berkelanjutan Internal dan eksternal | Hanya induction awal
bersertifikasi

Pemeliharaan peralatan | Terjadwal dan terdokumentasi | Sering tertunda

keselamatan

Investasi teknologi | CCTV, alat deteksi, monitoring | Sangat terbatas atau tidak ada

keselamatan

Sumber: Data wawancara dan observasi lapangan, 2024-2025.

Kondisi anggaran K3 di kawasan IMIP memvalidasi peringatan Edward III
(1980) bahwa tanpa dukungan finansial yang memadai, implementasi kebijakan
akan berjalan secara suboptimal. Defisit anggaran memanifestasikan diri dalam
ketidakmampuan menyediakan APD yang memenuhi standar secara merata,
keterbatasan kapasitas pelatihan, dan penundaan pemeliharaan peralatan
keselamatan. Pola ini konsisten dengan insiden fatal di IMIP yang terjadi dalam
kondisi pemeliharaan peralatan tidak optimal. Temuan ini diperkuat oleh Sukadi et
al. (2023) yang membuktikan korelasi signifikan antara konsistensi alokasi anggaran
K3 dan kematangan implementasi SMKP, serta Gopang, Nebhwani, Khatri, dan
Marri (2017) yang menemukan bahwa ketidakcukupan anggaran K3 secara
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signifikan meningkatkan probabilitas kecelakaan kerja. Direkomendasikan agar
pengelola kawasan menetapkan persentase minimum alokasi anggaran K3 yang
bersifat wajib, disertai mekanisme audit keuangan K3 secara berkala (Wijanarko et
al., 2024).

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan indikator ketiga yang mencakup sarana dan prasarana
tisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola kawasan IMIP telah
melakukan penguatan fasilitas pasca-insiden Desember 2023, namun distribusinya
masih timpang:

“Setelah kejadian ledakan Desember 2023, perbaikan memang banyak dilakukan. CCTV

ditambah, pengawas per regu ditambah. Tapi itu berlaku di perusahaan-perusahaan utama. Di

subkontraktor dan area pendukung, peningkatan fasilitas belum terasa merata.” (RD, HSE
Officer PT IMIP, Desember 2025)

Ketersediaan fasilitas medis juga menjadi aspek penting. Data Puskesmas
Bahodopi tahun 2023 mencatat 55.527 kasus ISPA —meningkat empat kali lipat—
mengindikasikan dampak serius kondisi lingkungan kerja:

“Fasilitas P3K di area kerja kami ada, tapi isinya sering tidak lengkap. Kalau ada yang terluka

ringan, biasanya ditangani sendiri saja. Untuk klinik kawasan, jaraknya cukup jauh dari tempat
kerja kami.” (OP-5, Operator PT IMIP, Desember 2025)

Sistem pelaporan insiden masih didominasi mekanisme manual, terutama di
subkontraktor:
“Untuk pelaporan kecelakaan yang serius, prosedurnya sudah jelas. Tapi untuk near miss atau

kejadian kecil, biasanya hanya disampaikan secara lisan ke mandor. Tidak ada sistem digital
yang memudahkan pekerja melaporkan langsung.” (SO, Supervisor Operator PT IMIP,

Desember 2025)
Tabel 3. Kondisi Fasilitas Pendukung Implementasi K3 di Kawasan PT IMIP Morowali
Jenis Fasilitas Ketersediaan Distribusi Kecukupan
APD Tersedia di | Timpang Belum memadai
perusahaan inti antarperusahaan menyeluruh
Infrastruktur Tersedia di  area | Terbatas di  area | Perlu penguatan area
keselamatan produksi utama pendukung non-inti
Fasilitas pelatihan Tersedia; Partisipasi Kapasitas belum
dilaksanakan berkala | subkontraktor rendah | mengimbangi
Fasilitas medis Klinik internal | Jarak ke beberapa area | Dipertanyakan untuk
tersedia jauh insiden besar
Teknologi monitoring | Ditambah pasca-2023 | Belum merata Belum terintegrasi
digital

Sumber: Data observasi lapangan, wawancara, dan laporan PT IMIP (2024-2025).
Edward III (1980) menegaskan bahwa fasilitas merupakan instrumen material
yang mentransformasikan kebijakan menjadi realitas operasional. Temuan
penelitian mengonfirmasi bahwa ketimpangan distribusi fasilitas K3 menjadi
determinan langsung dari variasi kualitas implementasi kebijakan antarperusahaan.
Peningkatan fasilitas pasca-insiden Desember 2023 menunjukkan pola reaktif, bukan
preventif. Data peningkatan empat kali lipat kasus ISPA di Puskesmas Bahodopi
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memperkuat bahwa ketidakmemadaian fasilitas berdampak nyata pada pekerja dan
komunitas sekitar. Temuan ini konsisten dengan Masrully (2019) yang menunjukkan
keterbatasan sarana sebagai faktor struktural utama pelemah implementasi K3, serta
Mokoagow, Palandeng, dan Tilaar (2021) yang menemukan disparitas fasilitas
sebagai faktor signifikan yang memperbesar variasi angka kecelakaan kerja.
Direkomendasikan agar pengelola kawasan mengembangkan standar minimum
fasilitas K3 yang wajib dan teraudit berkala, disertai platform pelaporan digital
terintegrasi (Sinelnikov, Inouye, & Kerper, 2015).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber daya merupakan variabel
determinan yang secara langsung menentukan efektivitas implementasi kebijakan
K3 di kawasan PT IMIP Morowali. Defisiensi pada ketiga indikator sumber daya—
sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas —secara kumulatif membentuk sistem
kegagalan yang saling memperkuat. Pada dimensi sumber daya manusia,
keterbatasan jumlah pengawas, disparitas kapasitas personel K3 antarperusahaan,
serta mayoritas tenaga kerja berlatar belakang non-teknis menciptakan kesenjangan
kompetensi struktural. Pada dimensi anggaran, ketiadaan standar minimum alokasi
wajib mengakibatkan investasi keselamatan yang sangat minim pada subkontraktor
dengan rasio sertifikasi K3 hanya sekitar 10,7%. Pada dimensi fasilitas, ketimpangan
distribusi sarana keselamatan, keterbatasan kapasitas medis, serta belum
terintegrasinya sistem pelaporan digital menghambat operasionalisasi kebijakan.
Ketiga dimensi ini tercermin dalam catatan kecelakaan kerja—39 korban meninggal
dan 82 cedera pada 2016-2023, 32 korban meninggal dari 38 insiden pada 2024, serta
insiden fatal yang berlanjut hingga awal 2025.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan tiga intervensi strategis yang
terintegrasi. Pertama, penetapan standar minimum rasio petugas K3 bersertifikasi
yang berlaku wajib bagi seluruh perusahaan tenant, disertai program sertifikasi
berskala massal di tingkat kawasan. Kedua, penetapan persentase minimum alokasi
anggaran K3 dari total biaya operasional sebagai persyaratan wajib, disertai
mekanisme audit keuangan K3 berkala. Ketiga, pengembangan sistem penyediaan
fasilitas K3 berbasis standar minimum kawasan yang teraudit berkala, disertai
platform pelaporan digital terintegrasi. Ketiga rekomendasi ini perlu
diimplementasikan secara simultan agar mampu memutus siklus defisiensi sumber
daya yang selama ini menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan K3 di
kawasan industri pertambangan terpadu PT IMIP Morowali.
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